SALINAN

BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 343 ayat (1)
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, Telah ditetapkan Peraturan Bupati
Sidenreng Rappang Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2022;
bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengalami
perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas
pembangunan Daerah, kerangka keuangan Daerah, rencana
program dan kegiatan RKPD berkenaan sehingga Peraturan
Bupati Sidenreng Rappang Nomor 24 Tahun 2021 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang Tahun 2022 perlu diubah dan disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidenreng
Rappang Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun
2022;

Undang-Undang No 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);



10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangkah Menengah Nasional Tahun 2020-
2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturaan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 496);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun
2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi



Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);

11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022
tentang RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 (Berita
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 22);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26
Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2000-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun
2007 Nomor 26);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 6,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG TAHUN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 24 Tahun
2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 24)
diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1)
2)
3)

4)

Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.

Pemerintah  Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah rencana pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5
(lima) tahun yakni Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.



5) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang
selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah Perangkat Daerah yang
melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

6) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

7) Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah
rencana pembangunan tahunan PD yang merupakan dokumen perencanaan PD
untuk periode 1 (satu) tahun.

8) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022
yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

9) RKPD Tahun 2022 merupakan penjabaran dari RPJMD.

10) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang
selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

11) Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu
atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.

12) Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih
unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran
secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis
sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output)
dalam bentuk barang atau jasa.

13) Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2022 disingkat RKA-PD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022
adalah dokumen rencana penganggaran tahunan perangkat daerah.

14) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut
Perubahan RKPD adalah perubahan rencana kerja pembangunan daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2

1) Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunujukkan adanya ketidaksesuaian
dengan perkembangan keadaan meliputi:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan
Daerah, kerangka keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD
berkenaan; dan/atau

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan:

kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;

target sasaran pembangunan Daerah;

prioritas pembangunan Daerah;

penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat

Daerah; dan

e. target kinerja penyelenggaraaan pemerintahan Daerah.
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3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



1)

2)

Pasal 3

Maksud Perubahan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada hasil Evaluasi
Triwulan I (satu):

a.

b.

pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;

secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan
APBD (KUPA) Tahun 2022 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (P-PPAS) Tahun 2022 serta sebagai landasan penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

Tujuan Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2022 Pedoman bagi setiap
Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat
Daerah Tahun 2022:

a.
b.

mewujudkan pencapaian visi dan misi Daerah;

mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar
daerah, antar ruang dan antar waktu serta antar fungsi pemerintahan
maupun antar tingkat pemerintahan;

mewujudkan  keterikatan dan = konsistensi antara  perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

Pasal 4

Rancangan Perubahan RKPD disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB

BAB

BAB
II1

BAB
1\

BAB

BAB
VI

I : PENDAHULUAN;
II : EVALUASI HASIL TRIWULAN DUA TAHUN BERKENAAN;
: KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;

V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; dan
: PENUTUP.

Rencana kerja dan pendanaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi
kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami
perubahan dan tidak mengalami perubahan.

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) yang tertuang dalam Bab IV (empat) disertai dengan pagu anggaran setiap
kegiatan yang sifatnya indikatif dan tertuang pada Bab V (lima).

Dalam rangka penyusunan Perubahan RAPBD Tahun 2022:

a.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang menggunakan
Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagai bahan acuan pembahasan Kebijakan
Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan

Perangkat Daerah menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2022 dalam
melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah
Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng

Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 1 Agustus 2022

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DOLLAH MANDO

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal,1 Agustus 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,
ttd
BASRA
BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2022 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten




